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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang hukum perlu memperhatikan sarana dan prasarana 

yang ada serta sumberdaya manusianya, agar dapat menimbulkan kesadaran 

hukum pada masyarakat, untuk itu perlu adanya pembangunan hukum yang 

terpadu dan meliputi semua aspek kehidupan, agar pembangunan hukum dapat 

terus ditingkatkan sehingga hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan 

mengikuti dinamika pembangunan. Selain itu perlu pula peningkatan kemampuan 

aparatur hukum, dan peningkatan ini diarahkan pada terciptanya aparatur hukum 

yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat sehingga pemantapan 

kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesionalisme 

aparat penegak hukum dapat mendukung pembangunan nasional. 

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum 

serta pemantapan semua organisasi dan kelembagaan hukum agar aparatur hukum 

mau melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, 

penerapan, penegakan dan pelayanan hukum secara profesional dalam rangka 

pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi 

masyarakat. Dengan penerapan hukum yang tegas akan dapat mewujudkan 

masyarakat yang aman dan tertib, sehingga akan dapat tercipta keserasian dan 

keselarasan hidup masyarakat dan bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum 

sangat luas karena menyangkut semua bidang kehidupan manusia, dan salah 
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satunya dalam pembinaan di bidang hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara tegas penjelasan 

mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, dan kalau dilihat 

secara harfiah maka pengertian mengenai kata dari strafbaarfeit itu adalah, kata 

feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan 

strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga strafbaarfeit dalam terjemahan bebas 

berarti "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang 

tentu, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya 

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 

tindakan.
1)

 

Seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subjektif 

dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal 

terjadi tindak pidana maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap 

peristiwa tindak pidana tersebut. Penyelidik disini adalah wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan menurut 

Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini". 

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum, 

penuntut menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah "tindakan penuntut umum 

untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam 
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hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan 

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidnag pengadilan". Pemeriksaan 

perkara di pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan alat bukti dalam 

perkara pidana. Adapun yang menjadi alat bukti dalam perkara pidana 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut: 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik 

yang berakibat kerugian bagi korban. Pencemaran nama baik ini termasuk tindak 

pidana terhadap kehormatan, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 4 (empat) 

bentuk sebagai berikut: 

1. Menista secara lisan 

2. Menista secara tertulis 

3. Fitnah 

4. Penghinaan ringan.
2)

 

Akan tetapi dalamKUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap 

kehormatan yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu:  

1. Pemberitahuan fitnah 

                                                 
 

2)
 Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan 

Penerapannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm 10 
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2. Persangkaan palsu 

3. Penistaan terhadap yang meninggal.
3)

 

Pencemaran nama baik sebagaimana di atur dalam Pasal 310 KUHP 

menyatakan sebagai berikut: 

1. Barang  siapa dengan  sengaja merusak kehormatan atau nama baik 

seseorang  dengan jalan  menuduh  dia melakukan  sesuatu perbuatan 

dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena 

menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- 

2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 

dipertunjukan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu 

dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-

lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya      

Rp.4.500,- 

 

Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan 

tujuan tertentu yaitu agar orang yang diserang menjadi malu atau mengakibatkan 

hilangnya kepercayaan orang kepada yang diserang, dan hal ini dapat 

menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat materiil ataupun kerugian 

yang bersifat immateriil, selain itu dalam hubungannya dengan kehormatan 

seseorang, maka kehormatan itu dapat juga berupa kehormatan dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama menyangkut serangan yang ditujukan terhadap fisik atau 

seksual seorang perempuan karena nafsu birahi. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan 

mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke 

dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENJATUHAN SANKSI PIDANA 

OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA 

BAIK DAN HAMBATANNYA”. 

                                                 
 

3)
 Ibid, hlm. 11 
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B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku pencemaran nama baik? 

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara 

pencemaran nama baik? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku pencemaran nama baik 

dan hambatannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula ha-hal lain 

yang ada kaitannya. 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah yang menjadi pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik 

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi hambatan dalam 

proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik. 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 
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D. Metodologi 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap 

pelaku pencemaran nama baik dan hambatannya, maka jenis penelitiannya adalah 

penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa. 

 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang peraturan pemerintah dan semua ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat 

para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, 

ensiklopedia dan lainnya. 

 Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diperoleh guna mendapatkan 

data yang terbaik dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan 

kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi 

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar 

dari kekurangan dan kesalahan.  
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 Analisa data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat 

deksriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh 

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum.
4)

 

 

E. Kerangka Konseptual 

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan 

hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai 

alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang 

merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal 

setelah ini dinyatakan oleh hakim. 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- 

undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim 

artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim 

juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada 

Hakim”. 

Pelaku tindak pidana (Dader) adalah barang siapa yang melaksanakan 

semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut 

dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. 

                                                 
 

4)
 Bambang Sungono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm 129.   
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Pencemaran nama baik terdiri dari beberapa bentuk atau jenis 

penghinaan sebagai tindak pidana, yaitu; Penistaan,  Fitnah, Penghinaan, 

Pengaduan, Perbuatan fitnah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang keseluruhannya 

merupakan satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi, Kerangka 

Konseptual serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan paparan tentang pengertian tindak 

pidana, jenis-jenis pidana, teori-teori pembuktian dan mcam-macam 

putusan hakim.  

Bab III Merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang analisa hasil 

penelitian terhadap apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dan apakah 

yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran 

nama baik.  

Bab IV Sebagai akhir dari skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran. 
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